




Pembahasan ini berisi penjelasan mengenai hasil analisis yang dilihat posisinya 
berdasarkan teori dan perencanaan yang ada. Penelitian ini dibahas berdasarkan perkembangan 
wilayah Kecamatan Kartasura secara internal sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh 
(KSCT) dan hubungannya terhadap wilayah terdampak yang didekati oleh pertumbuhan 
ekonomi dan spasial guna menjawab isu  dan tujuan penelitian. 
5.1 Kesiapan Kebijakan dalam Mendukung Terwujudnya Konsep Kawasan Strategis 
Cepat Tumbuh (KSCT) 
Perkembangan wilayah Kecamatan Kartasura sebagai KSCT dilihat berdasarkan 
pendekatan pertumbuhan ekonomi dan spasial yang digunakan untuk menjawab kriteria KSCT 
(Permendagri No.29 Tahun 2008) yaitu sebagai kawasan yang berkembang cepat, berkepadatan 
tinggi, memiliki pusat pertumbuhan dan penghubung kegiatan ekonomi yang beragam, sistem 
perkotaan, serta aktivitas pembangunan dan infrastruktur yang tinggi.  
Berdasarkan hasil analisis pada Kecamatan Kartasura sebagai KSCT yang diawali 
dengan mengidentifikasi kebijakan sebagai pendukung terwujudnya kawasan berkembang 
cepat. Diatur dalam Permendagri No.29 Tahun 2008 bahwa Kabupaten yang memiliki KSCT 
di dalamnya, harus memiliki rencana induk, rencana pengusahaan, dan rencana tindak. Rencana 
induk dimaksudkan untuk pedoman dalam perencanaan pengembangan potensi dan 
pengendalian hambatan wilayahnya yang di dalamnya terdapat kajian menyeluruh juga 
mencakup proyeksi arah perencanaan, skenario, dan tahapan pengembangan kawasan dalam 
jangka menengah. Pengembangan tersebut dilanjutkan dengan rencana pengusahaan dan tindak 
yang diawali dengan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan dievaluasi 
dalam jangka menengah (5 tahun). Konsep pengembangan KSCT dimunculkan dari rencana-
rencana tersebut, sehingga siklus perekonomian dan perkembangan wilayahnya dapat terarah 
sesuai dengan potensi unggulannya. Namun, terdapat ketidaksesuaian dengan kriteria sebagai 
Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) tersebut yakni tidak adanya kebijakan atau biasa 
disebut rencana induk KSCT di Kabupaten Sukoharjo, sehingga rencana pengusahaan dan 
tindak juga belum tersedia. Rencana induk ini berguna untuk menentukan konsep 
pengembangan berdasarkan potensi dan hambatan internal Kecamatan Kartasura. Kebijakan 
atau rencana KSCT perlu disusun yang mencakup Kecamatan Kartasura, Grogol, dan 
Sukoharjo (sesuai penetapan kabupaten) sehingga terdapat kejelasan konsep yang membedakan 
ketiganya juga target dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi pada wilayah sekitarnya.  
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Peran rencana induk hingga rencana tindak saat ini masih digantikan dengan rencana 
detail tata ruang (RDTR) Kecamatan Kartasura, namun konsep pengembangan masih umum 
sehingga tidak mencerminkan KSCT dengan potensi unggulan khusus juga dalam 
perencanaannya terdapat arahan yang menyalahi tujuan KSCT yaitu tidak meratanya 
pembangunan masing-masing bidang/sektor pembangunan di tiap desa/kelurahannya, hal 
tersebut bertolak belakang dengan tujuan KSCT yang tertuang dalam Permendagri No.29 
Tahun 2008 yaitu memiliki pembangunan tinggi dan merata.   
Terdapat beberapa penentuan KSCT yang diatur oleh Permendagri yaitu 1) adanya 
potensi kawasan yang terdiri atas sumberdaya alam sektor dan produk unggulan yang terfokus 
sebagai penggerak perekonomian, sumberdaya manusia dan kelembagaan yang terkait dengan 
pengelolaan pengembangan kawasan dan pengelolaan pengembangan bisnis, dan sumberdaya 
prasarana dan sarana pendukung pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan; 2) 
kebijakan pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah, dalam rangka sinkronisasi dan 
keterpaduan kebijakan pengelolaan kawasan; 3) struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, 
dalam rangka konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah; 4) faktor penghambat dan 
peluang dalam pengembangan sektor dan produk unggulan; dan 5) berbagai peluang kerjasama 
antar wilayah terkait dengan semua aspek kunci. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua 
wilayah yang ditetapkan sebagai KSCT merupakan basis yang memiliki sumberdaya alam 
untuk dikelola dan diproduksi sebagai produk unggulan. Seperti halnya Kecamatan Kartasura 
yang tidak memiliki lahan untuk pengembangan sumberdaya alam sebagai pasokan bahan baku 
produk unggulan, diantaranya mebel yang membutuhkan kayu harus dibeli dari luar Kecamatan 
Kartasura karena tidak adanya hutan penghasil kayu, industri tahu maupun emping mlinjo yang 
membutuhkan bahan dasar kedelai dan mlinjo juga harus dibeli dari pasar atau Kecamatan lain 
dari Kabupaten Sukoharjo yang memiliki lahan perkebunan penghasil. Sedangkan untuk 
penentu lainnya sudah mampu diaplikasikan pada tiap KSCT. 
Kajian ulang harus dilakukan terhadap RDTR mengenai perencanaan dan pembangunan 
Kecamatan Kartasura sebagai KSCT agar terdapat arahan pasti berupa konsep dalam 
pengembangan wilayahnya dan tidak terjadi kesenjangan perkembangan wilayah internal. 
Penggunaan RDTR sebagai pedoman arahan KSCT sebelum adanya rencana induk juga harus 
disinergikan dengan kebijakan di atasnya yakni rencana tata ruang (RTR) Subosukawonosraten 
yang mengatur KSCT dalam tingkat Provinsi Jawa Tengah dan juga dengan kemampuan 
keuangan maupun potensi daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah 
daerah (RPJMD) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo. Evaluasi 
perlu dilakukan pada tiap-tiap kebijakan yang ada agar terkait satu sama lain guna mencapai 
88 
 
tujuan kriteria berkembang pesat (Permendagri No.29 Tahun 2008) pada Kecamatan Kartasura 
juga mampu membantu Kabupaten Sukoharjo dalam memeratakan perekonomian.  
 
5.2 Pengembangan Konsep Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Kecamatan 
Kartasura 
Pembahasan ini berguna untuk mengevaluasi dan memahami lebih jauh realisasi guna 
mengetahui seberapa berhasil maupun terhambatnya konsep KSCT di Kecamatan Kartasura.  
Evaluasi Pengembangan Internal Kecamatan Kartasura 
Analisis pertama yang digunakan adalah analisis kesejahteraan penduduk. Menurut teori 
Ricardo (dalam Sukirno, 2007) bahwa kesejahteraan masyarakat diperoleh apabila masyarakat 
mampu mendapatkan upah yang maksimal dari pekerjaan yang dilakukan. Hal tersebut 
merupakan salah satu ciri keberhasilan suatu wilayah sebagai KSCT di mana kondisi 
masyarakatnya berada pada tingkat II (cukup) hingga III Plus (sejahtera). Pada Kecamatan 
Kartasura yang dilakukan penelitian perkembangan dari tahun 2011 dan 2015, terdapat 
peningkatan dan penurunan jumlah pada masing-masing tingkat kesejahteraannya. 
Namun, kondisi yang ada masih belum mampu meningkatkan masyarakat kurang 
sejahtera menjadi berkecukupan maupun sejahtera. Sehingga, dalam hal kesejahteraan 
masyarakatnya, Kecamatan Kartasura sebagai KSCT perlu dilakukan evaluasi kualitas sosial 
yang berkaitan dengan ketenagakerjaan terlebih biasanya ketenagakerjaan ini terkait dengan 
rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menyebabkan rendahnya daya saing 
ketenagakerjaan terhadap SDM dari luar Kecamatan Kartasura. Penggiatan pelatihan sesuai 
dengan konsep pengembangan wilayahnya perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM 
agar ketenagakerjaan pada perkantoran, perdagangan maupun perindustrian yang semakin 
bertambah dan merupakan sumber perekonomian di Kecamatan Kartasura mampu menyerap 
tenaga kerja yang berasal dari dalam Kecamatan (internal). 
Sejalan dengan kurang sejahteranya penduduk, dalam hal potensi perekonomian 
masyarakat, Kecamatan Kartasura sebagai KSCT seharusnya memiliki potensi unggulan 
terutama pada UKM sebagaimana disebutkan pada Permendagri No.29 Tahun 2009. Dalam 
prinsip KSCT, potensi ini digunakan sebagai arahan konsep dalam pengembangan ekonomi. 
Pengembangan UKM merupakan ciri khas dari konsep yang mencerminkan produk unggulan 
dan siklus perekonomian yang terjadi di Kecamatan Kartasura sebaga KSCT. Namun, kuantitas 
maupun kualitas perkembangan UKM di Kecamatan Kartasura tergolong rendah karena tidak 
semua desa/kelurahan memiliki produk unggulan dan juga tidak didukung dengan penggunaan 
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inovasi dan teknologi yang memadai. Hanya industri besar dan beberapa industri menengah 
yang sudah memiliki inovasi teknologi untuk menunjang luaran produksinya. Wilayah yang 
mencirikan sebagai kawasan cepat tumbuh adalah dengan menggunakan inovasi dan teknologi 
pada keseluruhan proses perekonomian maupun kegiatan lainnya (Sukirno, 2007). Adanya pola 
pikir dan kenyamanan terhadap output dari UKM masing-masing menjadikan minimnya 
keinginan pelaku UKM untuk melakukan inovasi dan menggunakan teknologi. Selain 
perindustrian, terdapat perdagangan jasa yang juga menjadi potensi perekonomian di  
Kecamatan Kartasura pada sepanjang jalan utama dan permukiman. Berkembangnya berbagai 
potensi perekonomian di Kecamatan Kartasura belum mampu dijadikan sebagai ciri atau 
produk unggulan sebagai KSCT dikarenakan tidak adanya konsep pasti yang mampu dijadikan 
sebagai perputaran produksi yang menghasilkan produk unggulan baik skala desa/kelurahan 
sebagai pusat pertumbuhannya maupun konsep umum dalam lingkup Kecamatan Kartasura. 
Hasil analisis mulai tampak potensi perekonomian pada desa/kelurahan yaitu klaster dan ragam 
perekonomian, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan konsep 
wilayah. Sedangkan desa/kelurahan yang belum memiliki potensi perekonomian perlu 
diarahkan sebagai pelengkap dan pendukung konsep utama Kecamatan Kartasura, sehingga 
menghasilkan potensi perekonomian yang terintegrasi. 
Kesadaran akan membangun UKM sebagai potensi perekonomian harus mulai 
disosialisasikan terhadap masyarakat, terutama untuk pusat pertumbuhan yang belum memiliki 
potensi apapun. Dengan begitu masyarakat mampu berinovasi dan turut serta dalam 
perwujudan KSCT di Kecamatan Kartasura, selain itu juga dapat dibuatkan UKM penggerak 
oleh pemerintah dengan memberdayakan masyarakat Kecamatan Kartasura. Perlu adanya 
perubahan pola pikir pelaku UKM yang didukung oleh pemangku kepentingan lainnya 
sehingga tujuan KSCT yang berinovasi serta berteknologi dan memiliki produk unggulan dapat 
diwujudkan. Selain itu juga kendala pendanaan biasanya merupakan faktor lain dari kurang 
berkembangnya UKM. Penambahan lembaga peminjaman dana (koperasi) yang disebar ke 
seluruh desa/kelurahan Kecamatan Kartasura merupakan kebutuhan penunjang sehingga 
mampu meningkatkan produktivitas produk unggulan. Hal-hal tersebut apabila terealisasi 
dengan efektif dan efisien mampu memenuhi kriteria KSCT yaitu penghubung aktivitas 
ekonomi di Kecamatan Kartasura. Dengan meningkatnya penggunaan inovasi dan teknologi 
dan pengangkatan UKM yang tersebar merata dan menghasilkan produk unggulan berdaya 
saing tinggi, dapat berdampak positif terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan 
penduduknya. Sehingga sistem produksi UKM sebagai potensi masyarakat disamping industri 
besar dan perdagangan jasa juga penggunaan inovasi dan teknologi, merupakan penghubung 
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aktivitas ekonomi yang digunakan untuk mengukur kawasan berkembang cepat di Kecamatan 
Kartasura diwujudkan dengan kesejahteraan masyarakat dengan keuangan cukup dan sejahtera. 
Laju pertumbuhan dan sebaran penduduk merupakan indikator yang juga sangat 
mempengaruhi berkembangnya sebuah wilayah, Kecamatan Kartasura belum mampu 
dikatakan sebagai KSCT. Hal ini dikarenakan laju pertumbuhan penduduk yang tergolong 
rendah yakni di bawah 1% untuk seluruh desa/kelurahan di mana sebuah wilayah mampu 
dikatakan cepat tumbuh apabila memiliki laju pertumbuhan penduduk lebih dari 3,6% 
(Nurmandi, 1999). Konsep KSCT yang menjadikan kawasan berkembang dan tumbuh secara 
cepat mengharuskan adanya konsentrasi penduduk yang tinggi dan merata pada masing-masing 
pusat pertumbuhannya (BPS, 2010). Konsentrasi kepadatan penduduk tinggi di Kecamatan 
Kartasura masih belum merata.  
Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kartasura belum mampu memenuhi 2 kriteria 
KSCT yakni kawasan berkembang cepat dan berkepadatan tinggi dari segi penduduknya. Untuk 
itu perlu adanya arahan pemerataan pembangunan di seluruh desa/kelurahan agar penduduk 
yang berdatangan dapat menyebar dan tidak hanya terkonsentrasi pada desa/kelurahan tertentu 
dan menghindari KSCT yang tumbuh dengan konsentrasi kepadatan penduduk tinggi dan 
mengarah ke kawasan kumuh. Karena realisasinya, perpindahan penduduk tidak dapat 
dikendalikan dengan peraturan saja, sehingga alternatif pemerataan pembangunan infrastruktur 
diyakini mampu menjadi penggerak pemerataan konsentrasi kepadatan penduduk di Kecamatan 
Kartasura. 
Selanjutnya, perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Kartasura sebagai KSCT 
seharusnya memiliki prinsip penggunaan lahan yang merata di tiap desa/kelurahan (pusat 
pertumbuhan). Pemerataan penggunaan lahan tersebut juga diyakini mampu menjadikan 
Kecamatan Kartasura merata dari segi kependudukannya. Namun, terdapat hambatan 
penggunaan lahan dikarenakan adanya kebijakan sawah lestari pada bagian barat dan selatan 
Kecamatan Kartasura dengan luasan ±110 Ha. Inilah yang menjadikan kriteria kawasan 
berkembang cepat juga aktivitas pembangunan dan infrastruktur yang tinggi masih belum 
dicapai karena pembangunan yang terjadi tidak merata pada seluruh kawasannya. Apabila 
Kecamatan Kartasura termasuk dalam wilayah sawah lestari, maka alternatif untuk mencapai 
pemerataan pembangunan adalah dengan menetapkan proporsi luasan sawah lestari pada tiap 
desa/kelurahannya yang apabila ditotal sama dengan ±110 Ha. Sehingga tujuan ketahanan 
pangan nasional sebagai sawah lestari dapat terealisasi, juga kriteria sebagai KSCT dapat 
terwujud tanpa ada kesenjangan penggunaan lahan yang sangat mencolok. Adanya 
developer/pengembang juga seringkali menyalahi kebijakan penggunaan lahan yang diatur oleh 
pemerintah dan membangun, terutama perumahan, pada wilayah dengan guna lahan yang tidak 
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sesuai.  Untuk itu perlu adanya sinkronisasi perencanaan dari pusat hingga ke detail Kecamatan 
Kartasura agar mampu mewujudkan konsep KSCT di Kecamatan Kartasura sesuai dengan 
prinsipnya. 
Sistem perkotaan yang dimaksudkan dalam KSCT merupakan hierarki pusat 
pertumbuhan yang menunjukkan sifat perkotaan (memiliki pelayanan terlengkap) yaitu hierarki 
I. Pada Kecamatan Kartasura, sebaran fasilitas yang digunakan sebagai dasar analisis belum 
terbangun (tersedia) di tiap desa/kelurahan. Hal ini mengakibatkan rendahnya keragaman 
sarana yang ada pada tiap pusat pertumbuhannya sehingga sifat perkotaan yakni hierarki I 
belum mampu didapatkan oleh seluruh desa/kelurahan. Hambatan sifat perkotaan ini juga 
dikarenakan adanya batasan pembangunan oleh sawah lestari. Perlu adanya ketegasan dan 
sinkronisasi pembangunan Kecamatan Kartasura untuk mencapai dan mewujudkan KSCT.  
Hubungan antar pusat pertumbuhan meliputi pergerakan penduduk, ekonomi, dan 
keseluruhan pergerakan yang mampu terjalin. Sebagai KSCT, interaksi yang terjalin antar 
pusatnya harus tergolong tinggi (Muta’ali, 2015). Sedangkan realisasi interaksi antar pusat 
Kecamatan Kartasura tergolong rendah, hal ini karena kurangnya atraksi yang mampu menarik 
dan menimbulkan ketergantungan untuk terjadinya interaksi yang tinggi pada masing-masing 
desa/kelurahannya. Interaksi ini mampu meningkat apabila permasalahan pertumbuhan 
penduduk dan pembangunan yang bersifat perkotaan sudah mampu diatasi. Karena interaksi ini 
merupakan hasil atau wujud dari terciptanya pusat pertumbuhan yang dinamis dan merata. 
Faktor fungsi pelayanan yang tersebar dan merata diperlukan untuk mewujudkan prinsip 
KSCT (Muta’ali, 2015). Pada penelitian ini dibahas 3 pokok fungsi pelayanan yaitu sarana, 
prasarana, dan transportasi. Dari sarana, Kecamatan Kartasura masih memiliki kekurangan 
pelayanan pendidikan dan kesehatan pada tiap desa/kelurahan. Karena pada prinsipnya, sifat 
perkotaan pada masing-masing desa/kelurahan harus memiliki keragaman dan kelengkapan 
sarana sehingga tidak mendesak untuk mendapatkan pelayanan fungsional dari wilayah 
sekitarnya.  Perlu adanya pemerataan layanan sarana yang beragam (prioritas pada sarana 
pendidikan dan kesehatan) dengan pertimbangan jangkauan sesuai dengan ketetapan SNI pada 
tiap desa/kelurahan di Kecamatan Kartasura sehingga masing-masing pusatnya mampu 
memenuhi kebutuhan penduduknya.  
Untuk prasarana, terbagi menjadi 4 bahasan yaitu listrik, air bersih, persampahan, dan 
sanitasi. Sebagai KSCT, prasarana di atas harus mampu mencukupi kebutuhan dan merata pada 
tiap desa/kelurahannya. Kebutuhan listrik masih dapat dilayani oleh daya yang tersedia di 
Kecamatan Kartasura dan siap untuk mengaliri fasilitas yang membutuhkan daya besar  karena 
masih tersedia lebih dari 30 juta watt sebagai pendukung pembangunan KSCT. Dalam hal 
persampahan, masih perlu adanya pemerataan lokasi TPS pada masing-masing desa/kelurahan. 
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Walaupun kapasitas penampungan sampah yang dihasilkan lebih besar dibandingkan yang 
dihasilkan oleh masyarakat, namun ketersediaan TPS pada masing-masing desa/kelurahan 
merupakan kebutuhan dasar infrastruktur yang harus dimiliki oleh tiap pusat pertumbuhan. Hal 
ini juga mempermudah pengaturan apabila rencana persampahan skala regional yang diatur 
dalam RTR Subosukawonosraten. Rencana pengelolaan sampah regional ini masih dalam tahap 
negosiasi lokasi tempat pembuangan akhir antar bupati/walikota masing-masing 
kabupaten/kota. Dengan pengadaan TPS pada masing-masing desa/kelurahan maka 
pengangkutan dan pengolahan dapat dilakukan secara bertahap sebelum akhirnya dikelola pada 
TPA regional. Kesiapan KSCT dalam infrastruktur ditunjukkan berdasar hal-hal tersebut. 
Selanjutnya kebutuhan air bersih di Kecamatan Kartasura masih belum mampu 
mendistribusikan ke seluruh masyarakat. Hal ini menunjukkan rendahnya layanan air bersih 
sebagai infrastruktur pokok dalam sistem perkotaan mendukung konsep KSCT. Pengelolaan 
dan distribusi air bersih yang berkualitas diperlukan guna memeratakan kebutuhan dan 
pelayanan infrastruktur di Kecamatan Kartasura. Sanitasi merupakan prasarana terakhir yang 
dibahas pada penelitian ini. Sistem produksi dalam menghasilkan produk unggulan 
menyebabkan tersebarnya industri pengolahan di Kecamatan Kartasura, namun, ketersediaan 
pengolahan limbah belum dimiliki oleh seluruh industri terutama pada UKM yang biasanya 
langsung membuang limbah ke sungai karena dirasa tidak mengandung zat berbahaya. 
Sedangkan untuk rumah tangga, sudah memiliki saluran sanitasi tersendiri. Dari pernyataan di 
atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan infrastruktur dalam bidang prasarana masih perlu 
dilakukan peningkatan baik kualitas layannya maupun kuantitas distribusi terhadap kebutuhan 
agar mampu meuwujudkan KSCT yang tersedia infrastruktur tinggi. Diperlukan adanya 
peraturan yang tegas guna mengatur kewajiban industri baik kecil hingga besar dalam 
menyediakan pengolahan limbah yang dihasilkan selama produksi dan memberikan sanksi 
tegas apabila terjadi pelanggaran.  
Terakhir dari fungsi layan adalah transportasi. Pelayanan rute transportasi baik bus 
berkoridor maupun bus dalam Kabupaten masih belum mampu menjangkau keseluruhan 
desa/kelurahan. Perlu adanya realisasi rencana mengenai tranportasi yang diatur dalam rencana 
induk lalu lintas agar keseluruhan desa/kelurahan mampu mendapatkan layanan transportasi 
umum seperti pengumpan yang digunakan pada wilayah daerah yang kecil menuju daerah 
transit untuk mengganti transportasi yang digunakan. Selain itu juga perlu peningkatan 
kelengkapan fasilitas penunjang seperti halte yang memadai juga kejelasan waktu operasi bus 
yang menyesuaikan jam kerja masyarakat penggunanya. Realisasi rencana tersebut didukung 
dengan nilai konektivitas atau biasa disebut aksesibilitas Kecamatan Kartasura pada tiap 
desa/kelurahan yang bernilai tinggi. Hal ini menunjukkan Kecamatan Kartasura siap 
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mendukung KSCT dari konektivitasnya (aksesibel) yang mampu menghubungkan satu 
desa/kelurahan menuju lainnya namun belum memiliki kesiapan dari segi transportasi umum 
dan fasilitas penunjangnya karena untuk bus antar kota seringkali melakukan transit di 
sembarang tempat (tidak ada halte khusus kecuali terminal Kecamatan Kartasura) sehingga 
dapat menimbulkan kemacetan. 
Diatur dalam Permendagri No.29 Tahun 2008 bahwa sebagai KSCT suatu wilayah harus 
mampu memenuhi beberapa kriteria yaitu kawasan berkembang cepat, berkepadatan tinggi, 
memiliki penghubung beragamnya kegiatan ekonomi, terdapat pusat pertumbuhan, sistem 
perkotaan, sertaadanya aktivitas pembangunan dan infrastruktur yang tinggi. Analisis yang 
dilakukan dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi dan spasial dimaksudkan untuk menjawab 
kriteria-kriteria tersebut. Dilakukan penilaian pada tiap desa/kelurahannya untuk seluruh 
indikatornya baik dari pertumbuhan ekonomi maupun spasial sehingga dapat diketahui 
kecepatan tumbuh dan perkembangan wilayahnya sebagai KSCT. Adanya desa/kelurahan 
dengan nilai di bawah tinggi menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sistem perkotaan 
sebagai wujud KSCT yang menjawab kriterianya. 
Apabila dibandingkan dengan kriteria yang diatur dalam Permendagri No.29 Tahun 
2008, diketahui bahwa kemampuan Kecamatan Kartasura sebagai KSCT masih belum tinggi 
dan merata. Hambatan yang ada saling terkait satu sama lainnya, diantarnya tidak meratanya 
pelayanan transportasi, kurangnya sinkronisasi antar kebijakan, pola penggunaan lahan yang 
tidak merata dikarenakan kebijakan sawah lestari sehingga menyebabkan tidak meratanya 
pembangunan yang terjadi, belum meratanya sifat perkotaan pada masing-masing 
desa/kelurahan, masih banyak masyarakat kurang sejahtera, rendahnya penggunaan inovasi dan 
teknologi, kepadatan penduduk yang belum merata dan tinggi di seluruh desa/kelurahan, serta 
potensi UKM yang belum mampu menjadi sektor unggulan dan bersaing pada pasar regional. 
Namun, terdapat potensi yang mampu mendukung terwujudnya KSCT di Kecamatan Kartasura 
yakni merupakan wilayah yang memiliki aksesibilitas tinggi dan adanya kebijakan dari provinsi 
hingga kabupaten yang mengarahkan sebagai kawasan cepat tumbuh.  
Berdasarkan hambatan dan potensi yang ada, hal mendasar yang harus dilakukan adalah 
sinkronisasi kebijakan yang ada baik dari provinsi hingga masing-masing desa/kelurahan di 
Kecamatan Kartasura. Sinkronisasi yang dilakukan akan mempengaruhi perkembangan 
hambatan KSCT di Kecamatan Kartasura, terutama dalam hal pembangunan dan pelayanan 
infrastruktur yang mampu mempengaruhi struktur sistem perkotaannya. Pengembangan UKM 
sebagai produk unggulan juga perlu digalakkan sebagai wujud KSCT yang berinovasi dan 
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berdaya saing tinggi. Hal-hal tersebut merupakan perencanaan mendasar yang mampu 
mewujudkan dan meningkatkan perkembangan wilayah Kecamatan Kartasura sebagai KSCT.  
Evaluasi Implikasi KSCT Terhadap Eksternal  
Menurut Rokkan Stein (dalam Markus, 1998) bahwa adanya kebijakan pada suatu 
wilayah mampu memberikan dampak terhadap wilayah sekitarnya. Berdasarkan analisis 
pengaruh Kecamatan Kartasura sebagai KSCT terhadap Kabupaten Sukoharjo didapatkan 
beberapa hasil yang menunjukkan kontribusinya. Pertama dalam investasi terhadap Kecamatan 
Kartasura masih tergolong belum efisien, sehingga perlu adanya pengelolaan yang lebih 
diperhatikan agar banyaknya investasi yang masuk mampu menghasilkan pendapatan yang 
sesuai. Pengelolaan investasi ini berkaitan erat dengan output yang dihasilkan dari produksi 
investasi, semakin efektif dan efisien produk yang dihasilkan serta memiliki nilai yang tinggi 
maka pendapatan akan meningkat. Efektivitas investasi pun mampu mendapatkan nilai yang 
ideal. Perlu adanya evaluasi dan kontrol hasil luaran dari masing-masing investasi yang 
berkontribusi agar dapat diketahui penyebab ketidakefektifan investasi yang ada di Kecamatan 
Kartasura.  
Sektor basis Kecamatan Kartasura yang berkontribusi terhadap Kabupaten Sukoharjo 
adalah perdagangan, hotel, restoran; jasa-jasa; dan listrik, gas, dan air bersih. Menurut 
Richardson (dalam Muta’ali, 2015) bahwa sektor basis akan timbul dengan adanya permintaan 
dari wilayah sekitarnya, hal ini menunjukkan bahwa sektor basis Kecamatan Kartasura juga 
dipengaruhi oleh adanya permintaan komoditas oleh wilayah sekitarnya. Kecepatan tumbuh 
sektor basis tersebut sudah tergolong sesuai dengan konsep KSCT yaitu berkembang cepat dan 
maju, namun sektor penunjang lainnya masih memiliki kecepatan tumbuh tertekan dan kurang 
cepat. Rendahnya kecepatan tumbuh sektor pendukung tersebut dapat dikarenakan rendahnya 
minat maupun permintaan dari penduduk internal maupun eksternal Kecamatan Kartasura yang 
mengindikasikan belum sempurnanya kontribusinya terhadap Kabupaten Sukoharjo. Hal 
tersebut belum menunjukkan sifat KSCT yang memberikan dampak besar terhadap Kabupaten 
dikarenakan sektor-sektor yang ada seharusnya memiliki kecepatan tumbuh yang cepat dan 
maju sehingga kontribusinya pun semakin besar. 
Kerjasama yang terjalin antar pemerintahan maupun swasta telah berkembang pada 
Kecamatan Kartasura yang menunjang terwujudnya KSCT. Namun, perkembangan kerjasama 
antar pemerintahan belum terjalin secara efektif dan efisien, hal ini dikarenakan adanya 
kepentingan dari masing-masing wilayah sehingga mengesampingkan kerjasama dengan 
wilayah yang lebih besar. Walaupun telah dibentuk badan/lembaga guna mengkoordinir 
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kerjasama antar pemerintah wilayah ini, nyatanya belum terlaksana secara optimal. Untuk itu, 
perlu adanya kesadaran untuk masing-masing wilayah agar jalinan kerjasama antar pemerintah 
ini dapat terlaksana dan menguntungkan seluruh pihak, terutama terwujudnya KSCT yang 
efektif di Kecamatan Kartasura. Untuk kerjasama dengan pihak swasta dapat dikatakan terjalin 
dengan baik. Pihak swasta maupun pemerintah Kecamatan Kartasura telah menyadari tugas dan 
kewajiban masing-masing sehingga kerjasama yang terjalin mampu berjalan dengan baik dan 
diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dalam investasi yang dilakukan agar KSCT yang 
diusung pada Kecamatan Kartasura dapat terwujud sesuai dengan konsepnya. 
Berdasarkan pengaruh perkembangan wilayah Kecamatan Kartasura sebagai KSCT 
terhadap wilayah sekitar  (yang dalam teori disebutkan sebagai daerah pinggiran), terdapat hasil 
yang berbeda pada masing-masing Kecamatan terdampak. Menurut Rokkan Stein (dalam 
Markus, 1998) bahwa pengaruh dari kebijakan yang ditetapkan pada suatu wilayah mampu 
menghasilkan hierarki pelayanan yang dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Setelah 
penetapan KSCT, Kecamatan Kartasura terjadi ekspansi menuju wilayah sekitar. Namun, 
dalam analisisnya juga menunjukkan adanya hierarki dari Kecamatan Kartasura sendiri dan 
Kecamatan terdampak yang dipengaruhi. Pengaruh Kecamatan Kartasura terhadap 
perkembangan wilayah Kecamatan sekitar terjadi pada Kecamatan Banyudono, Baki, Gatak, 
dan Sawit dengan nilai rata-rata tinggi. Pengaruh ini menjelaskan bahwa Kecamatan Kartasura 
memiliki hierarki yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan terdampak. Namun, pada 
keempat kecamatan tersebut, akan adanya realisasi pembangunan jalan tol dan jalur lingkar 
selatan yang mana tidak melewati Kecamatan Kartasura, hal ini dapat mengakibatkan 
perkembangan wilayah alami dan pesat yang terjadi pada kecamatan-kecamatan tersebut 
sehingga semakin menurunnya pengaruh yang diberikan Kecamatan Kartasura sebagai pusat 
pertumbuhan KSCT. Sedangkan Kecamatan Colomadu yang juga merupakan KSCT di 
Kabupaten Karanganyar mendapatkan pengaruh yang tergolong rendah dari Kecamatan 
Kartasura, hal ini juga mengindikasikan kurangnya pengaruh terhadap Kecamatan sekitar. 
Namun, terdapat jalur lingkar utara yang juga melalui Kecamatan Colomadu (akan berkembang 
wilayahnya secara alami) dan mampu dijadikan alternatif pengaruh perkembangan wilayah di 
bagian barat Kecamatan Kartasura. Untuk Kecamatan Laweyan, hubungan yang terjalin adalah 
Kecamatan Kartasura merupakan wilayah yang dipengaruhi, sehingga secara hierarkinya pun 
Kecamatan Laweyan memiliki hierarki yang lebih tinggi dan mampu mempengaruhi 
perkembangan wilayah Kecamatan Kartasura. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa 
posisi Kecamatan Kartasura dalam mempengaruhi kecamatan sekitarnya masih tergolong 
rendah sebagai KSCT karena dapat dilemahkan dengan kebijakan dan rencana pembangunan 
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disekitarnya. Untuk itu, perlu adanya pemantapan konsep KSCT yang mampu meningkatkan 
fungsinya dan pengaruhnya terhadap wilayah sekitar. 
Dalam Permendagri No.29 Tahun 2008 disebutkan bahwa adanya KSCT seharusnya 
mampu berdampak positif terhadap wilayah sekitarnya. Pada RTRW Kabupaten Sukoharjo 
tahun 2011-2031, sebagai kawasan cepat tumbuh mampu turut meratakan pertumbuhan 
ekonomi Kabupaten Sukoharjo. Dari hasil analisis, Kecamatan Kartasura sudah turut serta 
dalam kontribusi perekonomian terhadap Kabupaten Sukoharjo, dan memiliki hubungan 
interaksi dengan wilayah sekitar dengan pengaruh yang rata-rata tinggi kecuali terhadap 
Kecamatan Laweyan (hubungan pengaruh dilakukan oleh Kecamatan Laweyan terhadap 
Kecamatan Kartasura). Namun, kontribusi yang diberikan Kecamatan Kartasura masih belum 
terjadi pada semua sektor perekonomian, untuk itu perlu adanya peningkatan pengelolaan  yang 
juga termasuk dalam pengelolaan investasi pada Kecamatan Kartasura sehingga pendapatan 
dan kontribusi yang diberikan maksimal, efektif, dan efisien. Untuk mengantisipasi 
menurunnya pergerakan yang melalui Kecamatan Kartasura karena dibangunnya jalan lingkar 
dan tol, perlu adanya peningkatan sistem perkotaan secara internal sehingga atraksi yang ada 
mampu menarik minat masyarakat yang berada di luar Kecamatan Kartasura agar interaksi dan 
pengaruh semakin meningkat. 
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